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Abstract.     This study aims to determine and understand the 
results of the Implementation of Employee Income Supplement 
Policy in Improving Employee Performance Through 
Performance Reports at the Tomohon City Human Resources 
Staffing and Development Agency and to find out the problems 
and solutions used in overcoming the problems that occur. This 
type of research is descriptive qualitative research. Data collection 
methods are carried out by triangulation (combined) and are 
inductive. The use of qualitative research methods is due to the 
fact that in analyzing the results of the research is descriptive or 
describing with interview measurement tools. In general, the 
results of this research are as follows: 1) The implementation of 
the Employee Income Supplement policy in improving employee 
performance through performance reports at BKPSDM Tomohon 
City has not been effective, this is based on the results of the study 
it can be seen that of the 5 aspects of employee performance 
assessment, namely service orientation, integrity, commitment, 
cooperation, work discipline, only integrity, commitment, and 
cooperation, which get good ratings, while aspects of service 
orientation and discipline get sufficient ratings, meaning that 
employee performance in terms of service orientation and work 
discipline is still low and needs to be further improved.  
 
Abstrak.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
memahami hasil Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan 
Pegawai Dalam Mingkatkan Kinerja Pegawai Melalui Laporan 
Kinerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Tomohon dan untuk mengetahui 
permasalahan serta solusi yang digunakan dalam mengatasi 
masalah yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
cara triangulasi (gabungan), serta bersifat induktif. Penggunaan 
metode penelitian kualitatif adalah disebabkan dalam 
menganalisis hasil penelitian bersifat mendiskripsikan atau 
menggambarkan dengan alat bantu ukur wawancara. Secara 
umum hasil peneltian ini ádalah sebagai berikut: 1) Implementasi 
kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam meningkatkan 
kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada BKPSDM Kota 
Tomohon belum berjalan efektif, hal tersebut berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa dari 5 aspek penilaian kinerja 
pegawai yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 
kerjasama, disiplin kerja hanya integritas, komitmen, dan 
kerjasama, yang mendapatkan penilaian baik, sedangkan aspek 
orientasi pelayanan dan disiplin mendapatkan penilain cukup, 
artinya kinerja pegawai dari sisi orientasi pelayanan dan disiplin 
kerja masih rendah perlu lebih ditingkatkan. 
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PENDAHULUAN 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 
pasal 10 menyebutkan bahwa fungsi Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut ASN sebagai 
pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Mengutip pendapat 
(Purnama 2016:113) pemerintah sebagai pelayan publik dituntut untuk “berkinerja” dengan baik 
sehingga mampu menghasilkan jasa pelayanan yang prima. Dalam melaksanakan tupoksinya, 
instansi pemerintah tidak lepas dari peran pegawai, hal tersebut cukup beralasan mengingat 
pegawai merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan organisasi, artinya bahwa tercapainya 
tujuan organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, tetapi tergantung pada manusia 
yang melaksanakan pekerjaan tersebut.  
Permasalahannya saat ini kinerja dan hasil yang di berikan pemerintah masih mendapatkan citra 
yang buruk di masyarakat, seperti halnya menurut (Puspawati, 2016:173)jumlah ASN di Indonesia 
diindikasikan terlalu over, namun output kinerja yang dihasilkan masih mendapat citra yang buruk 
dari masyarakat. Data yang di peroleh dari Ombudsman RI periode tahun 2021 menyebutkan masih 
banyak pengaduan publik (masyarakat) mengenai rendahnya kinerja pegawai, khususnya pada 
instansi pemerintah dimana  kepegawaian menempati rangking ke 4(empat) dengan jumlah pelapor 
sebanyak 11,51%, dari sekian banyak pengaduan laporan masyarakat tersebut secara dominan 
adalah berkaitan dengan rendahnya “kinerja pegawai” seperti pegawai berdisiplin kerja rendah, 
terjadi penyalahgunaan anggaran keuangan, pegawai bersikap diskriminatif tidak ramah, pelayanan 
yang diberikan lamban, lama, tidak tepat waktu, masyarakat selalu dihadapkan pada birokrasi yang 
cenderung panjang, prosedur yang berbelit-belit. Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, dan Pemerintah kota Tomohon mengeluarkan 
kebijakan pemberian “Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja”. Salah satu instansi 
pemerintah daerah yang mendapatkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai 
berbasis kinerja adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau 
lazimnya di singkat BKPSDM Kota Tomohon. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan 
pegawai tersebut di atur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Tomohon dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah dalam rangka 
memotivasi pegawai, mensejahterakan hidup pegawai, sehingga lebih terfokus dalam 
melaksanakan pekerjaannya, pada akhirnya diharapkan out put kinerja yang dihasilkan pegawai 
dapat lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Segudang harapan yang 
digantungkan dengan lahirnya Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tomohon salah satunya adalah diharapkan mampu mendongkrak semangat kerja 
pegawai sehingga mampu berkinerja lebih baik, hal tersebut sesuai pendapat Hasibuan (2013:200) 
yang menyatakan bahwa manusia akan dapat bekerja dengan baik jika skala prioritas kebutuhan 
hidupnya dapat terpenuhi sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula.  
Simamora (2015:87) yang menyatakan bahwa tinggirendahnya kinerja pekerja berkaitan dengan 
sistem pemberian tunjangan kinerja dan insentif yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat 
mereka bekerja. Fenomena yang terjadi dilapangan, adanya kebijakan Peraturan Walikota 
Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon di indikasikan belum memberikan 
dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai khususnya di BKPSDM Kota 
Tomohon. 
Berdasarkan observasi pada tanggal 5 Januari 2022 diketahui bahwa kinerja pegawai BKPSDM 
Kota Tomohon, diindikasikan masih rendah. Indikasi yang menunjukkan rendahnya kinerja 
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pegawai tersebut adalah tidak tercapainya program kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan. 
Mengutip pendapat Soejono (2018:99) yang menyatakan tinggi rendahnya kinerja pegawai salah 
satunya dapat dilihat sejauhmana pegawai tersebut mampu mencapai target kerja sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan, selain itu bertolak belakang juga dengan Peraturan Walikota Tomohon 
Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Pasal 9 (7b) menyatakan bahwa 
setiap pegawai ASN wajib mencapai target aktivitas kinerja bulanan yang dihitung berdasarkan 
jumlah hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan besaran menit aktivitas kinerja per hari kerja. 
Indikasi lain yang menunjukkan rendahnya kinerja pegawai di BKPSDM Kota Tomohona dalah 
rendahnya tingkat disiplin pegawai yang dilihat dari tingkat absensi pegawai yang belum mencapai 
100%, tingkat absensi pegawai selama tahun 2021 hanya 70% belum mencapai 100%, padahal jika 
merujuk pada Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai, Pasal 9 (21) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap presensi kehadiran adalah kepatuhan 
atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja berdasarkan kehadiran dengan capaian paling tinggi 
100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan, namun faktanya yang terjadi pegawai 
BKPSDM Kota Tomohon kurang mentaati jam kerja yang berlaku serta disiplin kerja pegawai 
dinilai masih rendah, hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 
4 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis Kinerja yaitu pada Pasal 14 yang 
menyatakan bahwa (1) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai 
uraian tugas jabatan/kinerja bulanan, dan (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud meliputi 
indikator kinerja utama. Timbul pertanyaan besar, dimana tugas dan fungsi BKPSDM Kota 
Tomohon karena jika merujuk Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon menyatakan bahwa BKPSDM Kota 
Tomohon mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang 
manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar 
belakang di atas menunjukkan indikasi bahwa penerapan atau aplikasi dari kebijakan Tambahan 
Penghasilan Pegawai di BKPSDM Kota Tomohon melalui laporan kinerja kurang mendukung, 
meskipun BKPSDM Kota Tomohon telah memiliki prosedur kerja, program kerja yang jelas serta 
terjadwal namun implikasinya terhadap kinerja pegawai terutama pada aspek disiplin kerja dan 
orientasi pelayanan terhadap publik masih rendah. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahendra (2016) dengan jenis penelitian kualitatif yang 
berjudul "Analisis tambahan penghasilan pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung", bertujuan untuk menganalisis tambahan 
penghasilan pegawai dalam peningkatan kinerja, dan hasilnya Pemberian tambahan pengahsilan 
pegawai belum berjalan efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Perlengkapan dan 
Aset Daerah Provinsi Lampung.  Hal yang sama dilakukan oleh Akis dkk(2013) dengan jenis 
penilaian kualitatif yang berjudul "Analisis kebijakan tunjangan kinerja di Badan Kepegawaian 
Negara", dan hasilnya Adanya Kebijakan Tunjangan Kinerja belum memberikan dampak yang 
signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Negara, hal ini memberikan 
gambaran bahwa penggunaan Tambahan penghasilan Pegawai belum efektif untuk meningkatkan 
kinerja pegawai itu sendiri.  
sedangkan pada penelitian Desi Susilawati (2016) yang berjudul "Analisis pengaruh tunjangan 
kinerja terhadap kinerja pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri 
Regional Yogyakarta", dengan metode penelitian kuantitatif mendapatkan hasil dimana Tunjangan 
kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 
Dalam Negeri Regional Yogyakarta. 
Tambahan penghasilan pegawai adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan 
reformasi birokrasi. Dilatar belakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk 
mewujudkan clean and good governance, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang 
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bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa 
kesejahteraan yang layak dari pegawai yang melaksanakannya, hal tersebut salah satu yang melatar 
belakangi lahirnya Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Tomohon. Mangkunegara (2010:72) menyebutkan bahwa tunjangan termasuk tambahan 
penghasilan pegawai berbasis kinerja merupakan insentif berupa uang jika pemberiannya dikaitkan 
dengan tujuan akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Artinya 
Tambahan penghasilan pegawai sangat bermanfaat dalam menggerakkan roda organisasi. 
Tambahan penghasilan pegawai memegang peranan penting dalam menciptakan kinerja pegawai 
karena salah satu alasan utama orang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 
tunjangan kinerja dari instansi merupakan sumber pendapatan untuk pegawai. Mengutip pendapat 
Simamora (2014:176) mengatakan bahwa tunjangan kinerja dalam bentuk finansial adalah penting 
bagi pegawai, sebab dengan tunjangan kinerja ini pegawai dapat memenuhi kebutuhannya secara 
langsung, terutama kebutuhan fisiologisnya. Jika sistem tunjangan kinerja diterapkan secara adil 
dan kompetitif oleh instansi maka pegawaiakan mempertahankan posisinya dalam instansi atau 
dengan kata lain pegawai ingin tetap bekerja pada instansi tersebut. Konsekuensinya, pegawai akan 
berlomba-lomba menunjukkan kinerjanya yang terbaik, karena instansi hanya akan mempekerjakan 
pegawai yang kinerjanya bagus. Pegawai akan termotivasi untuk berprestasi dan meningkatkan 
kinerjanya. 
 
Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009:28) terdapat tiga pilar aktivitas dalam 
mengoperasikan perogram, yakni: 
a. Pengorganisasian: struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan 
program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumberdaya manusia yang kompeten dan 
berkualitas. 
b. Interpretasi: para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk 
teknis dan prtunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Maksudnya disini agar 
program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat 
apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang, dimana: 
1) Sesuai dengan peraturan: sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan 
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten. 
2) Sesuai dengan petunjuk pelaksana: sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan 
kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang 
bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan 
program. 
3) Sesuai petunjuk teknis: sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah 
dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam 
operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien 
dan efektif, rasional dan realistis. 
c. Penerapan atau Aplikasi: perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program 
kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan pogram 
lainnya. Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan 
sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja 
yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin. 
1) Prosedur kerja yang jelas: prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja 
agar dalam paelaksanaannya tidak tejadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit 
kegiatan yang terdapat di dalamnya. 
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2) Program kerja: program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga 
tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif. 
3) Jadwal kegiatan: program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri 
suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya 
tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya 

peneliti melakukan penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Tomohon karena masih menunjukan indikasi bahwa penerapan  dari kebijakan tambahan 
penghasilan pegawai melalui aplikasi laporan kinerja kurang mendukung, meskipun Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon telah memiliki prosedur 
kerja, program kerja yang jelas serta terjadwal namun implikasinya terhadap kinerja pegawai 
terutama pada aspek disiplin kerja dan orientasi pelayanan terhadap publik masih rendah. Penelitian 
ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tambahan 
penghasilan pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon. 
 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 
yaitu penelitian yang dipergunakan untuk melihat keadaan, situasi, objek yang alamiah, dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 
triangulasi (gabungan), serta bersifat induktif, dimana penelitian lebih menekankan makna pada 
generalisasi secara umum kemudian diatrik secara khusus (Sugiyono, 2013:12). Penggunaan 
metode penelitian kualitatif adalah disebabkan dalam menganalisis hasil penelitian bersifat 
mendiskripsikan atau menggambarkan dengan alat bantu ukur wawancara. Artinya dalam 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam meningkatkan 
kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada BKPSDM Kota Tomohon. Secara ringkas, karena 
peneliti ingin melihat dan menjelasakan suatu proses dengan menggunakan indikator bukan untuk 
menilai pengaruh atau hubungan antar indikator/variabel, maka penelitian ini bersifat kualitatif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam 
proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus 
diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian ini 
menggambarkan bahwa implementasi kebijakan Tambahan 
Penghasilan Pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada BKPSDM 
Kota Tomohon. Mengimplementasikan implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 
dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada BKPSDM Kota Tomohon 
peneliti mengutip pendapat Charles O. Jones dalam (Siti Erna Latifi Suryana, 2009:101-102) 
terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan perogram, yakni:1). Pengorganisasi, 2). 
Interpretasi dan 3). Aplikasi. Adapun penjelasan ke 3 (tiga) aspek implementasi kebijakan tersebut 
berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Hasil Penelitian Aspek Pengorganisasi: 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat di temukan bahwa indikator 
pengorganisasi telah mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Tambahan Penghasilan 
Pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada BKPSDM Kota 
Tomohon. Hal tersebut terlihat berdasarkan data yang Peneliti peroleh BKPSDM Kota Tomohon 
telah memiliki struktur organisasi dalam menentukan penilaian kinerja masing-masing personil 
untuk menentukan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima pegawai setiap 
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bulannya. Merujuk Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, dimana 
Pasal 9 (11) menyebutkan Pola penilaian terhadap produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang oleh: a). Atasan langsung dari pegawai ASN yang 
bersangkutan, b). Pejabat yang lebih tinggi dari atasan langsung dari pegawai ASN yang 
bersangkutan, dalam hal atasan langsungnya berhalangan sementara/tetap.  
Hasil penelitian diketahui bahwa a) Kepala Badan menilai kinerja Sekretaris 
dan Kabid, sedangkan kinerja Kepala BKPSDM kinerja nya dinilai oleh Asisten I bidang 
Pemerintahan, b) Sekretaris menilai kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, c) Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan, menilai 
kinerja Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan 
Pemberhentian dan Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Promosi), d) Kepala Bidang 
Pengembangan, Kompetensi, dan Penilaian Kinerja Aparatur, menilai kinerja Kepala Sub Bidang 
Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian, Kepala Sub Bidang, Penilaian Kinerja dan Aparatur serta 
Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan, e) Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, 
menilai kinerja Kepala Sub Bidang, Pemutakhiran Data Kepegawaian, Kepala Sub Bidang 
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip Tata 
Naskah Kepegawaian, dan f) Pegawai yang tidak memiliki jabatan apa-apa maka kinerjanya akan 
dinilai oleh masing-masing Kasubag dan Kasubid. 
2. Hasil Penelitian Aspek Interpretasi  
Aspek interpretasi untuk melihat sejauhmana BKPSDM Kota Tomohon telah menjalankan program 
kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Tomohon. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dalam rangka mengimplementasikan 
kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja melalui Laporan Kinerja (LKIN), 
sebagai upaya dalam peningkatan kinerja pegawai pada BKPSDM Kota Tomohon, maka secara 
tidak langsung pemerintah Kota Tomohon telah memiliki SOP sebagaimana yang tertuang dalam 
Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Tomohon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, dimana dalam peraturan ini 
memuat tim pengelola tunjangan kinerja pegawai, tata cara pemberian tunjangan kinerja, penilaian 
kinerja (penilaian produktivitas kerja, penilaian disiplin kerja, pelaporan penilaian kinerja), 
pengurangan tunjangan kinerja, keberatan dan banding, monitoring dan evaluasi dan pembinaan. 
Menurut penilaian kami, dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas telah terimplementasi dan telah berjalan sesuai dengan peraturan, petunjuk 
teknis dan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon 
Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 
2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, peraturan ini merupakan Standard Operating Procedure 
(SOP) sekaligus sebagai landasan payung hukum dalam memberikan Tambahan Penghasilan 
Pegawai. pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara 
di BKPSDM Kota Tomohon telah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan 
Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis 
Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, baik dalam 
pembentukan tim pengelola tunjangan kinerja pegawai, tata cara pemberian tunjangan kinerja, 
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penilaian kinerja (penilaian produktivitas kerja, penilaian disiplin kerja, pelaporan penilaian 
kinerja), pengurangan tunjangan kinerja, keberatan dan banding, monitoring dan evaluasi dan 
pembinaan, kami rasa semua sudah terlaksana sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam perwali 
tersebut. dengan demikian  indikator interpretasi telah mendukung dalam mengimplementasikan 
kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon melalui Laporan Kinerja (LKIN) termasuk di BKPSDM 
Kota Tomohon. Hal tersebut terlihat dalam mengimplementasikan program kebijakan Tambahan 
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di BKPSDM Kota Tomohon telah sesuai dengan yang 
tertuang dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Tomohon, dimana dalam peraturan ini memuat tim pengelola, tata cara pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja, penilaian kinerja (penilaian produktivitas kerja, penilaian 
disiplin kerja, pelaporan penilaian kinerja), pengurangan tunjangan kinerja, keberatan dan banding, 
monitoring dan evaluasi dan pembinaan. 
3. Hasil Penelitian Aspek Aplikasi 
aspek aplikasi di analisis guna melihat sejauhmana 
BKPSDM Kota Tomohon dalam mengimplementasikan kebijakan Tambahan 
Penghasilan Pegawai telah memiliki prosedur kerja, program kerja yang jelas serta terjadwal agar 
program kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat berjalan tidak berbenturan dengan 
pogram lainnya. 
dalam mengimplementasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai, maka BKPSDM Kota 
Tomohon telah membuat prosedur kerja, program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan sesuai 
dengan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tomohon. Misalnya 1) TPP diberikan kepada ASN selama 12 (dua belas) bulan, 
kecuali ditentukan lain oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) 
TPP dibayarkan setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja (kinerja) dan disiplin kerja, 3) 
Pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja (kinerja) sebesar 60% 
dari besaran TPP dan penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP, 4) Pembayaran TPP 
wajib dilengkapi dengan dokumen rekapitulasi skor kehadiran dan daftar rekapitulasi kinerja 
sebagaimana yang tercantum dalam Perwali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon 
Pasal 9 (1,2,3 dan 17). Seiring dengan tuntutan perubahan yang cepat, fundamental dan tidak linier 
pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara. Peningkatan 
kesejahteraan ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara dapat memenuhi kebutuhan pokok (pangan, 
papan, sandang, pendidikan dan kesehatan), sehingga dapat hidup tenang, nyaman dan memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan 
pegawai ini diantaranya adalah, peningkatan penghasilan dengan pemberian tambahan penghasilan 
diluar gaji pokok yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Adanya TPP ini diharapkan pegawai 
dapat lebih fokus bekerja, mengutamakan memberikan pelayanan terhadap publik, sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai semaksimal mungkin, hal tersebut yang mendasari adanya pengaturan 
pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai. Permasalahannya sekarang adalah, tingginya 
kebutuhan ekonomi pegawai, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan 
besarnya nominal tambahan penghasilan berbasis kinerja berdampak pada pemberian tambahan 
penghasilan ini dirasa kurang mampu mensejahterakan pegawai, apa lagi sebagaimana kita ketahui 
bahwa beban dan biaya hidup untuk tinggal di Kota Tomohon tidak sedikit.  
Implikasi dari aspek aplikasi (lingkungan ekonomi dan sosial) berdampak pada kinerja pegawai 
terutama dari segi orientasi pelayanan dan disiplin kerja pegawai. Secara keseluruhan pegawai di 
BKPSDM Kota Tomohon untuk indikator komitmen, kerjasama dan intergritas hasil penilaian 
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Laporan Kinerja Pegawai masuk dalam kategori Baik, akan tetapi untuk aspek orientasi pelayanan 
mendapatkan penilaian dalam ketegori cukup, artinya berdasarkan persepsi penilaian atasan 
masingmasing pegawai pada masing-masing bidang belum mampu meberikan pelayanan yang 
maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut disiplin kerja pegawai 
BKPSDM Kota Tomohon dapat dikatakan masih rendah, masih banyak pegawai yang datang dan 
pulang tidak sesuai dengan jam kantor, artinya pegawai kurang mentaati jam kantor yang berlaku 
karena sebagian pegawai sibuk mencari tambahan penghasilan di luar kantor untuk mencukupi 
kebutuhan. Hal inilah yang mendasari bahwa pemberian TPP belum mampu meningkatkan disiplin 
kerja dan meningkatkan orientasi pelayanan yang diberikan oleh pegawai BKPSDM. 
Namun yang menjadi persoalannya sekarang adalah hasil penilaian Laporan Kinerja Pegawai 
secara keseluruhan berdasarkan aspek integritas, komitmen dan kerjasama dapat dikatakan sudah 
baik. Jika dilihat dari aspek disiplin kerja dan orientasi pelayanan justru memprihatinkan dan masuk 
kategori cukup, artinya implikasi dari aspek aplikasi (lingkungan ekonomi dan sosial) berdampak 
pada kinerja pegawai terutama pada aspek disiplin kerja dan orientasi pelayanan. Paradigma yang 
berkembang di masyarakat adalah pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi pemerintah 
mendapatkan citra yang buruk, mulai dari fasilitas pelayanan yang dinilai kurang nyaman dan 
memenuhi standar, pegawai bersikap diskriminatif dan tidak ramah, pelayanan yang diberikan 
lamban, lama, tidak tepat waktu, pegawai kurang tanggap dan responsif, lebih dari itu masyarakat 
selalu dihadapkan pada birokrasi yang cenderung panjang, prosedur yang berbelit-belit. Pun 
demikian halnya dengan disiplin kerja kenyataan yang terjadi dilapangan masih terdapat pegawai 
yang datang dan pulang diluar ketentuan jam kantor yang berlaku, tidak masuk kerja tanpa 
keterangan yang sah, hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat kedisiplinan pegawai 
diindikasikan masih rendah dan perlu lebih ditingkatkan, artinya secara tidak langsung memberikan 
gambaran bahwa adanya TPP ini belum mampu mendongkrak kinerja pegawai terutama dari aspek 
disiplin dan pelayanan yang diberikan oleh pegawai. 
Hasil penelitian berkaita dengan implementasi kebijakan tunjangan kinerja pegawai dalam 
peningkatan kinerja pegawai pada BKPSDM Kota Tomohon dapat di buat ke dalam tabel sebagai 
berikut: 

Tabel 1 Rekapitulasi Implementasi Kebijakan 
Aspek 
Penilaian 

Penilaian Implementasi 
Mendukung Kurang 

Mendukung 
Pengorganisasi √  
Interpretasi √  
Aplikasi  √ 

Sumber: Hasil Wawancara dan Penelitian, 2022 
 
Mengutip pendapat Ndraha (2017:115) berkaitan dengan pemerintah menyatakan bahwa esensi 
pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, karena pada hakekatnya pemerintah adalah “public service”,fungsi pemerintah 
yang utama adalah menyelenggarakan pemerintah yang baik 
(good governance) sebagai tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat, maka orientasi pegawai harus berfokus pada 
pelanggan. Maka konteks seharusnya adalah bahwa arah pelaksanaan tugas pegawai adalah 
memberikan pelayanan pada pelanggan yang berkualitas, baik 
internal maupun exsternal. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 
seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 
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kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala 
bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah. 
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang 
diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani, karena pada dasarnya setiap manusia 
membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3).  
Faktor kunci keberhasilan organisasi adalah adanya jaminan bahwa pelanggan merasa memperoleh 
pelayanan prima, yaitu pelayanan yang memenuhi standar mutu atau bahkan lebih dari yang pada 
awalnya diharapkan. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik belum bersifat 
positif. Hal tersebut disebabkan karena para abdi masyarakat belum benar-benar berorientasi pada 
tugas pelayanan mereka. Mengutip pendapat Lukman, (2012:192) yang menyatakan bahwa 
aparatur pemerintah yang mendapat kepercayaan untuk melayani masyarakat perlu menyadari diri 
bahwa pada dirinya dituntut untuk menjadi sosok birokrat/aparat pelayan yang dapat memberikan 
pelayanan prima dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi. 
b. Dapat mengembangkan fungsi instrumental dengan melakukan terobosan melalui 
pemikiran yang inovatif dan kreatif. 
c. Berwawasan futuris dan sistematis sehingga resiko yang bakal timbul akan diminimalisir. 
d. Berkemampuan dalam mengoptimalkan sumber daya yang potensial 

Peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkan good governance adalah memberikan 
pelayanan prima kepada publik, karena pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan. Pendapat 
beberapa pakar di atas dapat ditarik pengertian bahwa orientasi pelayanan adalah sikap pegawai 
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, 
rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain, baik dalam bentuk barang publik maupun 
jasa public, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pegawai instansi pemerintah di pusat, 
didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mental model aparatur pemerintah 
selama ini yang cenderung dilayani harus diubah ke mental model aparatur pemerintah sebagai 
pelayan masyarakat. 
Hasil penelitian diatas juga diketahui bahwa aplikasi dari pemberian TPP belum mampu 
meningkatkan disiplin kerja pegawai, hasil Laporan Kinerja Pegawai secara keseluruhan disiplin 
kerja pegawai dalam kategori ”Cukup”. Ini berarti bahwa pegawai memiliki tingkat disiplin yang 
kurang baik dalam menjalankan tugas, dengan kata lain belum menghargai dan kurang patuh 
terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Terbukti dengan hasil penelitian ini, para pegawai 
masih kurang menghargai waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga terkadang pegawai 
terlambat menyelesaikan pekerjaan, pegawai juga datang dan pulang kurang sesuai dengan aturan 
jam kantor yang berlaku serta tidak masuk kerja tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini sangat 
penting untuk dibenahi, budaya bersantai-santai, menunda-nunda pekerjaan dan dan tidak taat jam 
kerja harus diganti dengan budaya tepat waktu dan bekerja keras, hal tersebut cukup beralasan 
mengingat kedisiplinan akan menghasilkan etos kerja yang baik sehingga tentunya akan berdampak 
pada peningkatan kinerja pegawai. 
Faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah “disiplin kerja”. 
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan organisasi 
dan norma sosial yang berlaku. (Hasibuan, 2013:193). Faktor kedisiplinan memegang peranan yang 
amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai 
tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. 
Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang 
tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan akan 
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mentaati peraturan yang ada dalam disiplin kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa 
paksaan. 
Agar pegawai lebih menghargai waktu, pembinaan pegawai harus dilakukan secara keseluruhan, 
sistematis dan berkesinambungan, yang berarti bahwa pembinaan Aparatur Sipil Negera tidak bisa 
dilakukan secara terpisah, tapi perlu dilakukan secara terarah, komprehensif dan terintegrasi dengan 
menggunakan konsep yang jelas selain itu hendaknya atasan lebih meningkatkan frekuensi 
pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan proporsional bagi pegawai yang melanggar 
ketentuan waktu kantor yang berlaku, dengan demikian diharapkan disiplin kerja pegawai dapat 
lebih meningkat. Hasil penelitian Rasidi (2015) menunjukkan hasil bahwa diplin kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
artinya dengan meningkatnya disiplin kerja aparatur maka akan meningkatkan kinerja pegawai 
BKPSDM Kota Tomohon sehingga program kegiatan yang ada pada BKPSDM Kota Tomohon 
dapat dijalankan secara optimal. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa 
implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai 
melalui laporan kinerja pada BKPSDM Kota Tomohon belum berjalan efektif hal tersebut terlihat: 
Pengorganisasi: hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pengorganisasi telah mendukung 
dalam mengimplementasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam meningkatkan 
kinerja pegawai melalui laporan kinerja pada BKPSDM Kota Tomohon. Data yang penulis peroleh 
BKPSDM Kota Tomohon telah memiliki struktur organisasi dalam menentukan penilaian kinerja 
masing-masing personil untuk menentukan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima 
pegawai setiap bulannya, yaitu: a) Kepala Badan menilai kinerja Sekretaris dan Kabid, sedangkan 
kinerja Kepala BKPSDM kinerja nya dinilai oleh Asisten I bidang Pemerintahan, b) Sekretaris 
menilai kinerja Kepala Sub Bagian c) Kepala Bidang menilai kinerja Kepala Sub Bidang dan f) 
Pegawai yang tidak memiliki jabatan apaapa maka kinerjanya akan dinilai oleh masing-masing 
Kasubag dan Kasubid. 
Interpretasi: indikator interpretasi telah mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan 
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tomohon melalui Laporan Kinerja (LKIN) termasuk di BKPSDM Kota 
Tomohon. Hal tersebut terlihat dalam mengimplementasikan program kebijakan telah sesuai 
dengan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tomohon, dimana dalam peraturan ini memuat tim pengelola, tata cara pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja, penilaian kinerja (penilaian produktivitas kerja, 
penilaian disiplin kerja, pelaporan penilaian kinerja), pengurangan tunjangan kinerja, keberatan dan 
banding, monitoring dan evaluasi dan pembinaan.  
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